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ABSTRAK 

AYUH J. AGIAN TIBALLA’. Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio 

Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara. (Dibimbing oleh Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si dan Dr. 

Chahyono, SE., M.Si). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan rasio 

efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara masih kurang baik. Seperti pada analisis 

menggunakan rasio efektivitas mendapatkan hasil sebesar 68,5%, dimana 

tergolong tidak efektif karena kurang dari 100%. Pada analisis menggunakan rasio 

efisiensi mendapatkan hasil sebesar 498,25%, dimana tergolong tidak efisien 

karena lebih dari 100%. Pada analisis menggunakan rasio pertumbuhan, rasio 

pertumbuhan realisasi pendapatan mendapatkan hasil sebesar 23%, dimana 

tergolong kedalam pertumbuhan sedang. Sedangkan pada rasio pertumbuhan 

realisasi belanja mendapatkan hasil sebesar 1%, dimana tergolong kedalam 

pertumbuhan sangat rendah. 

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

Pertumbuhan 
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ABSTRACT 

AYUH J. AGIAN TIBALLA’.  Analysis of the Financial Report of the Department 

of Culture and Tourism of North Toraja Regency. Based on the Effectiveness 

Ratio, Efficiency Ratio and Growth Ratio at the Department of Culture and 

Tourism of North Toraja Regency. (Supervised by Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si 

and Dr. Chahyono, SE., M.Si). 

This study aims to determine financial performance based on effectiveness ratio, 

efficiency ratios and growth ratios at the Department of Culture and Tourism of 

North Toraja Regency. The data processed is the 2019-2022 Department of 

Culture and Tourism of North Toraja Regency realization and expenditure budget 

report. 

The result of this study indicate that financial performance of the North Toraja 

Regency Culture and Tourism Office is still not good. As in the analysis using the 

effectiveness ratio to get result of 68,5%, which is classified as ineffective because 

it is less than 100%. In the analysis using the efficiency ratio to get a result of 

498,25% which is classified as inefficient because it is more than 100%. In 

analysis using the growth ratio, the growth ratio of realized income yields a result 

of 23% which is classified as moderate growth. Meanwhile, the growth ratio for 

expenditure realization yielded a yield of 1%, which is classified as very low 

growth. 

Keyword:  Financial Report, Effectiveness Ratios, Efficiency Ratios, Growth 

Ratios.
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen keuangan adalah pencatatan dimana mencakup keseluruhan 

aktivitas organisasi untuk mengurus urusan dana dengan cara efektif dan 

efisien (Samsurijal Hasan dkk, 2022:1). Pengelolaan dana dapat meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian keuangan serta 

pengendalian dana (Purba et al., (2021:114).  

Manajemen keuangan yang baik perlu diterapkan oleh perusahaan 

maupun instansi pemerintah yang bergerak di bidang usaha agar usaha yang 

dijalankan mampu berkembang terutama pada bidang keuangannya. Terdapat 

banyak sekali usaha yang dijalankan oleh pemerintah yang mampu 

meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah pariwisata dengan 

potensi besar yang dimiliki yang dikelola pada setiap daerah. 

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang dapat meningkatkan devisa 

negara. Pembangunan destinasi pariwisata yang semakin berkembang mampu 

mendorong peningkatan pendapatan negara. Keberagaman Sumber Daya 

Alam (SDA), keindahan alam, iklim, flora dan fauna yang kas, dan hutan 

rimba yang lebat. Selain itu, pada saat ini situs wisata budaya lokal seperti 

peninggalan sejarah, adat istiadat, upacara keagamaan, kesenian, tata hidup 

masyarakat, kerajinan rakyat dan lain-lain menjadi daya tarik banyak 

wisatawan. (Damardjati, 1989:19). 

Peningkatan jumlah wisatawan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

daya tarik pariwisata sehingga pendapatan daerah dan berbagai manfaat untuk 

masyarakat juga dapat ikut meningkat. (Paturusi, 2001).  



 

 

 

2 

Kabupaten Toraja Utara, dengan ibukotanya Rantepao, terkenal dengan 

keindahan alamnya dan budaya peninggalan nenek moyang yang masih hidup. 

Budaya yang menjadi salah satu kebanggaan daerah Toraja menjadi perhatian 

penting karena telah dilakukan sejak nenek moyang dan tetap dilestarikan 

hingga saat ini. Salah satu dari budaya tersebut adalah ritual Rambu Solo’ 

yang menjadi perhatian dunia. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana hubungan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur keuangan pemerintah pusat 

dan daerah yang dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan undang-

undang. Undang-undang tersebut telah memberikan wewenang kepada 

pemerintah sebagai pengatur keuangan agar dapat diatur dengan seadil-adilnya 

menurut ketentuan undang-undang. 

Sebagai pengelola, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara 

bertanggung jawab mengelola dan meningkatkan pesona pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara. Dengan mengelola dan meningkatkan kunjungan 

wisatawan, organisasi ini memiliki peran besar dalam meningkatkan PAD. 

Namun, saat pandemi Covid-19 yang menuntut untuk membatasi 

mobilisasi membuat pengunjung yang datang berwisata menurun drastis 

sehingga mempengaruhi pendapatan daerah sektor pariwisata. Untuk menarik 

kembali wisatawan, pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk 

mengembangkan dan membangun pariwisata. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022 
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tentang Pedoman Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 

Pariwisata Tahun Anggaran 2022, pemerintah memberikan dana yang 

dikhususkan setiap tahun untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan 

sektor pariwisata di wilayah tersebut. Terdapat Dana Alokasi Khusus yang 

telah dianggarkan oleh pemerintah setiap tahun yang dikhususkan untuk sektor 

budaya dan pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Dana Alokasi Khusus Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019-2022 

yang telah dianggarkan terlihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Laporan Dana Alokasi Khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022 

Tahun Total Dana Alokasi Khusus (DAK) 

2019 Rp2.341.368.000 

2020 Rp4.509.862.000 

2021 Rp7.865.863.393 

2022 Rp1.650.709.000 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (2022) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari dua bagian: DAK Fisik dan 

DAK Non Fisik. Menurut Pasal 26 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik 

berasal dari APBN diperuntukkan sebagai pembiayaan kegiatan khusus fisik 

yang sesuai dengan prioritas nasional.  

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengatur cara penggunaan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Tujuan dari DAK ini adalah untuk 

menngkatkan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan produktivitas. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
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Kreatif (Permenparekraf) Pasal 2 ayat (2) tentang pengelolaan DAK Non Fisik 

dimaksudkan untuk kegiatan yang mencakup : 

1. Meningkatkan tata keloa, keamanan, pelayanan, kebersihan, keselamatan 

serta keamanan destinasi wisata. 

2. Meningkatkan pelaku usaha pariwisata dalam industri pariwisata. 

3. Dukungan untuk operasional fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi 

Pariwisata. 

Selain itu, pengelolaan DAK Non Fisik juga diperuntukkan bagi 

peningkatan kompetensi pada bidang kepariwisataan berupa pelatihan-

pelatihan agar dapat memberikan pelayanan terbaik serta pengalaman yang 

menarik bagi para wisatawan. 

Manajemen sebuah organisasi baik itu yang berorientasi profit maupun 

nonprofit selaluj diperhadapkan dengan situasi pengambilan keputusan untuk 

masa yang akan datang.baik maupun tidaknya keputusan tersebut tergantung 

pada informasi yang digunakan dan kemampuan dalam menganalisisnya. 

Salah satu sumber penting yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

adalah laporan keuangan. 

Penyusunan laporan keuangan harus selaras dengan peraturan yang 

disajikan secara berkala yang menunjukkan pertanggungjawaban akan 

keuangan yang dikelola selama periode tertentu. Laporan keuangan kemudian 

dianalisis sebagai penilaian kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan. 

Setiap sumber pendapatan negara perlu dikelola dan diperiksa dengan baik 

dan bertanggung jawab yang dapat dilihat melalui laporan keuangan yang 

telah disusun.  
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Hak dan kewajiban pemerintah dalam memajukan detiap destinasi wisata 

di Indonesia kemudian direalisasikan dalam rencana kerja yang diuraikan 

dalam bentuk anggaran yaitu pendapatan dan pengeluaran dengan harapan 

dapat memenuhi tujuan. Anggaran merupakan alat perencanaan dan alat 

pengawasan pada bidang keuangan yang digunakan pada perusahaan/instansi 

yang berorientasi pada profit maupun nonprofit. Dengan menggunakan 

anggaran, maka sebuah perusahaan/instansi akan dapat dipelajari dengan teliti 

apakah dalam Perusahaan/instansi terdapat dukungan aktif dari tingkat atas 

maupun bawah. Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022 ditunjukkan pada tabel 

1.2 

Tabel 1.2 

Laporan Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022 

Periode Uraian Anggaran Realisasi Presentase 

2019 PAD 3.076.000.000 3.170.305.000 103,06% 

 DAK 2.341.368.000 2.322.821.470 99,20% 

 Belanja 11,683,137,807 10,285,232,363 88,03% 

     

2020 PAD 3.076.000.000 1.030.775.000 33,51% 

 DAK 4.509.862.000 4.203.674.500 93,21% 

 Belanja 10,799,081,810 7,244,583,521 67,08% 

     

2021 PAD 3.076.000.000 1.763.550.000 57,33% 

 DAK 7.865.863.392 7.720.180.917 98,14% 

 Belanja 13,012,612,525 12,781,567,158 98,22% 

     

2022 PAD 3.650.000.000 2.908.915.000 79,70% 

 DAK 1.650.709.000 1.423.559.200 86,23% 

 Belanja 8,570,432,086 7,001,320,549 81,69% 

 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-

2022 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengalami kenaikan dan 

penurunan. Penurunan pendapatan paling signifikan terdapat pada tahun 2020. 

Pedapatan Dinas Kebuayaan dan Pariwisata didominasi oleh pendapatan 

transfer sedangkan pendapatan asli daerah masih cenderung sedikit. Kemudian 

dari segi belanja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membelanjakan jumlah 

uang yang cukup besar. Realisasi anggaran turun pada periode 2020, naik pada 

periode 2021, tetapi kembali turun pada periode 2022 

Menganalisis laporan keuangan adalah cara penting untuk mendapatkan 

informasi tentang keuangan. Rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, dan 

pertumbuhan dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. 

Dari penjelasan diatas, maka diketahui bahwa agar dapat 

dipertanggungjawabkan pada akhir periode jabatan, pengelolaan keuangan 

perlu dilakukan dengan baik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Toraja Utara. Sehingga, penulis tertarik mengangkat judul Analisis 

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 

Toraja Utara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diidentifikasikan 

masalah yang akan dibahas yaitu “apakah kinerja keuangan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022 

tergolong baik?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Manajemen. 

2. Pemerintah Daerah 

Diharapkan penelitian ini akan membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan 

untuk mencapai hasil yang optimal. 

3. Civitas Akademika 

Universitas Bosowa, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 

Manajemen, dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi 

dan referensi bagi peneliti lain.. 

E. Lingkup Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memakai dua sumber data yakni 

primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, penulis memakai batasan pada 

masalah dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diajukan berdasarkan 

latar belakang yang telah dipaparkan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari tiga bab dan beberapa sub bab, pada   setiap 

bab dan sub bab berisip penjelasan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, memuat pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang masalah dan tujuan penelitian ini. Kemudian dibahas rumusan 

masalah, yang merupakan pokok penelitian ini. Terakhir, tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini untuk penulis dan orang lain. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR, memuat kajian teori 

yang memuat teori-teori yang sesuai untuk memprediksi fenomena yang 

menjadi topik yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pikir yang 

berisi gambaran penelitian yang akan dilakukan untuk masing-masing 

variabel, dan hipotesis berisi mengenai bagaimana hasil penelitian pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. 

BAB III METODE PENELITIAN, memuat waktu dan tempat penelitian, 

jenis data yang dikumpulkan dan sumbernya, metode pengumpulan dan 

analisis data, dan definisi operasional variabel. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat 

pembahasan mengenai hasil penelitian pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022. 

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai seluruh pembahasan pada 

penelitian ini serta saran kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisatta 

Kabupaten Toraja Utara dan juga kepada peneliti lain. 
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BAB II KAJIAN TEORI  

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata umumnya adalah kumpulan orang atau individu yang 

melakukan kunjungan dari satu tempat menuju tempat lain untuk sementara 

waktu dengan maksud menikmati perjalanan dan bersantai dari tekanan 

pekerjaan. 

Kodhiat (1998) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan individu 

atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud jangka pendek 

untuk mencapai kebahagiaan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. 

Menurut Gamal (2002), pariwisata didefinisikan sebagai perjalan singkat 

dari suatu tempat ke tempat lain, baik karena kepentingan agama, budaya, 

ekonomi, social, politik, kesehatan maupun kepentingan lainnya. 

Menurut World Tourism Organization (WTO), pariwisata didefinisikan 

sebagai tindakan manusia, seperti bepergian dan menginap di lokasi di luar 

rutinitas. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata 

mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan perjalanan di mana satu orang atau 

sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan hiburan, 

pengembangan diri, maupun menggali kekhasan tempat tersebut. 

Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu daerah yang mempunyai daya 

tarik wisata karena kebudayaan, sejarah dan keindahan alamnya. Toraja 

merupakan tujuan wisata bagi mereka yang mencari suasana tenang, 

lingkungan alam yang unik dengan lansekap persawahan dan bebatuan besar 

serta rumah adat dengan berbagai aspek budaya seperti lumbung padi alang, 
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pelambaran, rante, sumur, dan liang kuburan (Myra Gunawan dkk., 2016). 

Toraja dan destinasinya adalah satu-satunya yang menggambarkan 

fundamental Asia Tenggara. Selain itu, generasi Toraja telah melestarikan 

berbagai bentuk budayanya, yang dapat dilihat dalam budaya rambu tuka dan 

rambu solo. (Eric Crystal, 1970). 

2. Pengertian Manajemen Keuangan 

Dalam operasional bisnis, untuk keperluan operasi yang ebih efektif dan 

efisien, manajemen keuangan bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana 

yang diperlukan.  (Joseph Massie).  

Dalam membahas dan menganalisis bagaimana para pemimpin 

menggunakan semua sumber daya perusahaan untuk mewujudkan keuntungan 

finansial yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan, manajemen 

keuangan menggabungkan teori dan seni (Fahmi, 2013). 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2003), pengelolaan keuangan 

mencakup semua proses yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, seperti 

pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. 

Agus Sartono (2015:6) menyatakan bahwa pengelolaan dana yang efektif 

dapat mencakup hal-hal berikut: 

a. Membagi dana ke berbagai jenis investasi. 

b. Pembiayaan investasi atau pengumpulan dana yang efektif. 

Manajemen Keuangan, menurut Bambang Riyanto, adalah proses 

mendapatkan keuntungan dan menggunakannya dengan sistem yang paling 

efisien dengan biaya yang paling rendah.  
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Dalam usaha mencapai tujuan keuangan perusahaan, manajemen keuangan 

adalah proses mengelola keuangan perusahaan dengan meminimalkan 

pengeluaran dan upaya pengelolaan.  

Setelah mendapatkan sumber dana, manajemen keuangan menentukan 

keputusan tertentu kemudian menggunakan sumber dana tersebut untuk 

membiayai kegiatan operasional, membayar kewajiban, dan investasi dalam 

bentuk aset lalu dikelola sehingga dapat mendukung kegiatan usaha. 

Untuk membiayai operasi dan investasi, manajemen keuangan 

pemerintahan mengacu pada pengelolaan dana. Karena dana itu mahal dan 

memerlukan peran organisasi yang baik, koordinasi, pengarahan, dan evaluasi 

yang baik untuk mewujudkan good governance, sangat penting untuk menjadi 

efektif dan efisien. (Sumarsono, 2010) 

3. Fungsi Dan Tujuan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan bertujuan untuk membantu manajer perusahaan 

dalam membuat keputusan. 

Kemudian fungsi manajer keuangan sebagai berikut : 

a. Seorang manajer keuangan tidak bisa menjamin keuntungan yang akan di 

dapatkan dalam jangka pendek maupun panjang, namun manajer dapat 

memaksimalkan keuntungan dimana menejemen keuangan berusahan 

untuk mendapatkan laba yang optimal kemudian mengalokasikan 

keuangan perusahaan atau organisasi dengan tepat. 

b. Mempersiapkan struktur modal perusahaan atau organisasi. 
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c. Menjaga arus kas yang beroperasi dengan baik. Kesuksesan perusahaan 

atau organisasi akan meningkat dengan arus kas yang berjalan dengan 

baik. 

d. Manajemen keuangan dituntut untuk mampu membagi anggaran se-

efisien mungkin, dimana mengalokasikan anggaran ke semua bagian. 

e. Manajer keuangan harus melakukan sesuatu untuk mengurangi resiko dan 

ketidakpastian perusahaan. 

f. Manajer keuangan harus waspada saat mengambil keputusan keuangan 

karena kelangsungan hidup perusahaan harus tetap bertahan. Salah sedikit 

saat mengambil keputusan akan membuat perusahaan menjadi rugi atau 

bahkan bangkrut. 

Selain pada perusahaan, manajemen keuangan pada pemerintah juga 

memiliki peranan yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan negara. Ada 

5 (lima) siklus utama yang harus diikuti: 

1) Perencanaan 

Perencanaan adalah siklus pertama yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintah pusat dan daerah untuk membuat konsep pembangunan jangka 

panjang, menengah, dan pendek. 

2) Penganggaran 

Perencanaan dan dana pemerintah menurut APBN/APBD 

terhubung dalam penganggaran. 

3) Pelaksana Anggaran 

Pelaksanaan anggaran tercermin dalam penggunaan pendapatan 

dan belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan.  
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4) Pengawasan 

Pelaksanaan APBN/APBD dikendalikan oleh pengawas di 

lingkungannya sendiri. 

5) Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban adalah cara untuk memenuhi mandat dan 

memeberikan bukti upaya pembangunan pemerintah. 

4. Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2016:7), laporan keuangan adalah laporan yang 

mengungkapkan keadaan saat ini (neraca) dan laba rugi pada waktu tertentu. 

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada 

pihak terkait yang membutuhkannya. 

Sebaliknya, Munawir mengatakan bahwa laporan keuangan berisi 

informasi tentang hasil perusahaan, jadi diharapkan bahwa laporan keuangan 

akan menolong pengguna membuat pertimbangan mengenai keuangan. 

Laporan keuangan sangat penting selama proses pengambilan keputusan 

karena dapat membantu mengetahui sejauh mana suatu organisasi telah 

mencapai tujuannya dan menentukan perencanaan di masa depan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dipakai sebagai media untuk 

menilai sumber daya ekonomi. Ini digunakan untuk melihat dan menilai 

kegiatan operasional pemerintah, kondisi keuangan, efisiensi dan efektivitas 

laporan, dan sebagai penujang terhadap kepatuhan akan hukum dan peraturan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan 

harus memenuhi 4 (empat) standar kualitas, yaitu: 
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1) Relevan 

Data keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin untuk 

mencegah kesalahan dalam pemanfaatan informasi; laporan keuangan 

yang relevan memungkinkan untuk mengoreksi perkiraan sebelumnya dan 

memberikan manfaat nilai prediktif yang dapat membantu dalam 

memprediksi masa depan dan dapat dipaparkan tepat waktu sehingga 

dapat membantu pengambilan keputusan. 

2) Andal 

Laporan keuangan dianggap andal jika terdiri dari informasi yang 

jujur, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diuji yang, ketika diuji oleh 

berbagai pihak, menghasilkan hasil yang sama.  

3) Dapat Dibandingkan 

Untuk memenuhi standar, sebuah entitas dapat memeriksa laporan 

keuangan dari periode sebelumnya dengan cara internal dan eksternal. 

Perbandingan internal dapat dilaksanakan jika entitas memiliki kebijakan 

akuntansi tahunan yang sama, sedangkan perbandingan eksternal dapat 

dilaksanakan jika entitas memiliki kebijakan akuntansi tahunan yang 

sama.  

4) Dapat Dipahami 

Laporan yang ditulis harus dapat dipahami dalam bahasa yang dapat 

dipahami oleh pengguna.  
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5. Tujuan Laporan Keuangan 

Mahmudi (2011:276) menyatakan bahwa maksud dari penyajian laporan 

keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, saldo 

anggaran, arus kas, realisasi anggaran, posisi keuangan, dan perubahan 

ekonomi ekuitas entitas pelaporan. Hal ini sangat membantu dalam proses 

membuat keputusan dan evaluasi keputusan sumber daya bagi pengguna.  

Setiap laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan dan semua 

kegiatan perpindahan dana yang terjadi selama periode tertentu. Setelah 

periode tersebut berakhir, setiap laporan harus mencatat upaya yang telah 

dilakukan untuk membuat peningkatan pada akuntabilitas, manajemen, dan 

transparansi. 

Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan 

pertanggungjawaban untuk keuangan negara, tetapi juga digunakan untuk 

menilai kondisi keuangan, menilai nilai sumber daya yang dipakai untuk 

menjalankan kegiatan operasional, dan pengevaluasian efisiensi dan 

efektivitas laporan. 

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk menyampaikan 

informasi tentang bagaimana sumber daya keuangan dikumpulkan, 

dialokasikan, dan digunakan, serta hasil yang dicapai. Laporan juga 

menunjukkan seberapa baik posisi keuangan suatu entitas meningkat atau 

menurun sebagai hasil dari tindakan yang telah dijalankan. 

Pada periode pelaporan, setiap entitas pelaporan harus melaporkan upaya 

yang telah dikerjakan dan hasil yang dicapai secara sistematis dan terorganisir 

untuk kepentingan: 
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1) Akuntabilitas 

Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya 

untuk menggapai tujuan yang ditetapkan kepada unit pelaporan. 

2) Manajemen 

Evaluasi kinerja tindakan entitas pelapor selama periode pelaporan 

untuk membantu perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan seluruh aset, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kebutuhan umum. 

3) Transparansi 

Dengan menyampaikan informasi yang terbuka dan jujur, publik 

berhak untuk mengetahui secara penuh tentang tanggung jawab 

pemerintah untuk mematuhi peraturan dan mengelola sumber daya yang 

diberikan kepadanya.. 

4) Keseimbangan Antargenerasi (Intergeneration Equity) 

Dalam menentukan pendapatan selama periode pelaporan memadai 

untuk membiayai semua biaya yang ditargetkan dan kemungkinan bagi 

generasi berikutnya untuk berbagi akan biaya ini. 

5) Evaluasi Kinerja 

Untuk sebagian besar, evaluasi kinerja pemerintah berkaitan dengan 

pemakaian sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.  

Pemerintah harus transparan dalam hal manajemen sumber daya, 

perumusan rencana, dan pelaksanaan programnya. Akibatnya, orang dapat 

menilai sumber daya yang dimiliki pemerintah dengan melihat laporan 

keuangan pemerintah, karena mereka memaparkan informasi keuangan yang 
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jujur dan terbuka kepada publik, sehingga orang dapat mengetahui bagaimana 

pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya.  

6. Komponen Laporan Keuangan  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 mengatur 

bahwa laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah paling sedikit terdiri 

dari: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran memaparkan jumlah sumber daya 

pemerintah, cara mereka dialokasikan, dan digunakan, serta pendapatan, 

belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran 

dibuat untuk memberikan informasi tentang anggaran dan realisasinya 

sehingga ada hubungan antara anggaran dan realisasinya. Catatan laporan 

keuangan kemudian menjelaskan beragam faktor yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran. 

2) Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang dimana kewajiban, ekuitas, dan 

aset disajikan didalamnya pada tanggal tertentu. 

a. Aset  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset dapat dikatakan 

sebagai sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh 

pemerintah sebagai dampak dari peristiwa yang terjadi di masa lalu 

dan sumber pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi dan sosial di masa mendatang. masa depan yang 

diprediksi. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, barang yang 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

(APBN/D) atau yang berawal dari perolehan lain yang sah dianggap 

sebagai harta kekayaan. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 menetapkan bahwa suatu benda yang sah yang berasal dari 

perolehan lain hanya dapat berasal dari 4 (empat) hal berikut: 

a) Benda yang berasal dari hibah atau barang sejenisnya; 

b) Benda yang berasal dari kesepakatan jual beli;  

c) Benda yang diperoleh berdasarkan ketentuan hukum; 

d) Benda yang diperoleh melalui keputusan pengadilan yang 

memiliki otoritas tetap. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan aset adalah suatu 

materi yang memiliki modal, nilai tukar, atau kekayaan. Dalam 

pengelolaan aset, pemerintah berkonsentrasi pada pelayanan umum 

yang efisien dan penggunaan sumber daya yang efektif. Aset berharga 

harus disimpan sehingga dapat bermanfaat bagi mereka yang 

menggunakannya, seperti pemerintah dan masyarakat umum. 

b. Kewajiban 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kewajiban, 

Hutang, atau Hutang, Lampiran I PSAP Nomor 09 adalah kejadian 

masa lalu yang menyebabkan kehilangan sumber ekonomi pemerintah 

daerah. 

Jika pinjaman dilakukan dari pihak ketiga dan bersifat mengikat, 

kewajiban dapat terbentuk. Kewajiban dapat dikategorikan menjadi 2 



 

 

 

19 

(dua) kategori berdasarkan waktu jatuh temponya (PSAP Berbasis 

Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban): 

a) Kewajiban Jangka Panjang 

kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo dari dua belas 

bulan dari tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban mungkin 

dianggap sebagai kewajiban jangka panjang jika: 

1) Dalam tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.  

2) Entitas membayar kembali beban jangka panjang.  

3) Menjadwalkan kembali syarat pelunasan yang terjadi sebelum 

laporan keuangan diabsahkan atau tujuan pembayaran didukung 

oleh kesepakatan penyelesaian. 

b) Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang wajib dilunasi 

dalam tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan, juga utang bunga, 

utang karyawan, dan utang lainnya. Utang transfer pemerintah, 

utang jangka pendek kepada pihak ketiga, dan porsi utang jangka 

panjang termasuk dalam perhitungan pihak ketiga (PFK). 

Pencatatan kewajiban pemerintah daerah dilakukan 

berdasarkan nilai nominalnya. Jika nilainya dalam bentuk mata 

uang asing, mereka akan dicatat dan dikonversi ke dalam rupiah 

dengan memakai kurs rata-rata bank sentral.. 

c. Ekuitas 
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Kekayaan bersih pemerintah, juga dikenal sebagai ekuitas, adalah 

jumlah aset dan kewajiban pemerintah. Ada tiga kategori ekuitas, 

yaitu: 

a. Ekuitas Dana Lancar 

Dana saat ini memiliki empat komponen ekuitas, terdiri 

dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek: 

1. Sisa Pembiayaan Anggaran (SiLPA). 

2. Cadangan Piutang Usaha. 

3. Cadangan Persediaan. 

4. Dana yang harus disiapkan untuk pembayaran jangka pendek. 

b. Ekuitas Dana Investasi 

Setelah dikurangi kewajiban jangka panjang, aset pemerintah, 

aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya dijelaskan dalam dana 

investasi ekuitas. Ada tiga kategori aset yang termasuk dalam dana 

investasi, yaitu: 

1. Investasi Jangka Panjang. 

2. Investasi dalam Aktiva Tetap. 

3. Investasi pada Aset Lain (kecuali dana cadangan). 

4. Penyediaan dana untuk pelunasan jangka panjang. 

c. Ekuitas Dana Cadangan 

Ekuitas dana cadangan terdiri dari aset pemerintah yang 

dimiliki sesuai dengan undang-undang untuk tujuan tertentu. Ini 

terdiri dari: 

1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan. 
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a. Laporan Arus Kas (LAK) 

Tanjung (2009:238) menyatakan bahwa laporan arus kas 

menunjukkan penerimaan dan pengeluaran sejumlah dana serta 

saldo dan setara kas selama satu periode pada tanggal 

pelaporan. Sedangkan Suhayati dan Anggadini (2009:15) 

menyatakan bahwa laporan arus kas harus menunjukkan total 

dana yang digunakan untuk pembiayaan usaha. 

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang sangat 

penting karena memperlihatkan pergerakan kas masuk dan 

keluar serta disajikan dalam kurun waktu tertentu. Ini 

membantu manajemen merencanakan pembiayaan masa depan 

dan menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

Menurut Skousen (2009) dalam (Klaunang, 2013) laporan 

arus kas harus dilaporkan dalam jangka waktu tertentu dan 

dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 

1. Aktivitas Operasi 

Arus kas masuk dan keluar adalah sumber utama 

penerimaan perusahaan. Arus kas masuk termasuk kas klien, 

piutang bunga, dividen investasi, dan dana pemasok. Arus kas 

keluar termasuk utang bunga, pajak penghasilan, gaji, dan 

komisi. 

2.  Aktivitas Investasi 
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Jenis arus kas yang tercatat dalam kegiatan penanaman 

modal adalah sebagai berikut:  

a. Arus kas masuk atau yang diperoleh dari penjualan aktiva, 

penjualan sekuritas investasi, dan perolehan pinjaman; 

b.  Arus kas keluar atau pengeluaran untuk membeli aset, 

investasi jangka panjang pada efek ekuitas utang, pinjaman 

kepada pihak lain, dan akuisisi aset; dan 

c. Arus kas keluar atau pembayaran untuk pembelian aset. 

3. Aktivitas Pendanaan 

Proses ini mengubah modal pinjaman perusahaan. Dua 

jenis aktivitas pendanaan terdiri dari arus kas yang biasanya 

tidak masuk: 

a.  Penyediaan arus kas masuk oleh pemegang yang 

menerbitkan efek ekuitas dan kreditur untuk menerbitkan 

efek hutang; 

b. Memberikan dana kepada pemegang dividen dan 

pembayaran tambahan; memungkinkan pemilik untuk 

melepaskan saham mereka; dan memfasilitasi kreditor 

untuk membayar pinjaman.. 

 

b. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Sinaga (2011) mengatakan catatan atas laporan keuangan 

perlu memberikan pemahaman rinci tentang anggaran penting 
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selama periode tersebut, yang harus ditemukan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. IAI (2004) 

juga mengatakan bahwa penyajian catatan atas laporan 

keuangan wajib cermat. 

Catatan atas Laporan Keuangan menolong pengguna 

memahami laporan keuangan secara luas dan menghindari 

kesalahpahaman akuntansi akrual. 

Catatan atas Laporan Keuangan mencakup data yang 

memadai tentang pos-pos laporan keuangan, termasuk:  

1) Menampilkan informasi tentang strategi keuangan 

daerah, pencapaian target dalam Perda APBD serta halangan 

dan kendala dalam mencapainya.  

2) Menampilkan hasil kerja keuangan selama tahun 

pelaporan.  

3) Memberikan laporan tentang dasar pembentukan laporan 

keuangan dan ketatanegaraan lainnya.  

4) Memberikan laporan yang dibutuhkan tentang 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan 

Akuntansi yang belum diselesaikan.  

5) Berikan informasi tambahan sesuai kebutuhan. 

3) Laporan Arus Kas (LAK) 

Menurut Kieso dan Weygandt (2011:21-24), laporan arus 

kas adalah laporan utama yang mengungkapkan aktivitas 

investasi, operasi, dan aktivitas keuangan lainnya yang 
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menghasilkan pembayaran tunai, penerimaan kas, dan 

peralihan dalam keuangan suatu instansi selama periode waktu 

tertentu. 

Laporan arus kas, berdasarkan struktur konseptual PP No. 

71 Tahun 2010, memaparkan informasi kas tentang operasi, 

investasi, pembiayaan, dan pendapatan. Laporan ini membahas 

saldo awal, perbelanjaan, pendapatan, dan saldo akhir kas 

pemerintah pusat dan daerah dalam jangka waktu tertentu 

(Erina et al., 2016: 86). 

Laporan arus kas yang menunjukkan investasi, operasional, 

pembiayaan dan non anggaran serta uang yang masuk dan 

keluar dari pemerintah daerah selama periode ertentu, 

merupakan bagian penting dari laporan keuangan daerah. 

Menurut Mahmudi (2007:172), laporan arus kas memiliki 3 

(tiga) manfaat yaitu: 

1. Mengetahui apa yang menyebabkan anggaran berlebihan 

atau berkurang. 

2. Memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk 

melakukan hal-hal di masa depan. 

3. Memprediksi bagaimana pemerintah daerah akan terus 

memberikan pelayanan kepada publik.  

4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yakni salah satu laporan 

yang informasinya disajikan secara rinci pada Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). 
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Pembaca dapat mendapat pemahaman yang lebih baik tentang 

kinerja dan kondisi keuangan secara keseluruhan dengan melihat Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan 

partisipasi ang yang merupakan prinsp good governance akan membantu 

mengungkapkan kebijakan pemerintah dalam hal penganggaran dan 

pengelolaan aset (Sholihin & Ratmono, 2015:68). 

Banyak pihak yang bergantung pada bahan yang diberikan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan, menurut Hapsari (2008), Catatan atas 

Laporan Keuangan harus memaparkan informasi yang memudahkan 

pengguna untuk memahaminya. Tujuan dari Catatan atas Laporan 

Keuangan adalah untuk menjalankan tugas pertanggungjawaban, 

pengurusan dan pengawasan. 

7. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis laporan keuangan memiliki peran sangat berpengaruh dalam 

menjelaskan data keuangan. Oleh sebab itu, rasio keuangan banyak digunakan 

untuk menelaah laporan keuangan dengan tujuan membantu membuat 

kebijakan sesuai dengan tujuan entitas, dengan cara mengidentifikasi beberapa 

kekuatan dan kelemahan keuangan entitas.  

Mahmudi (2016) menerangkan bahwa kinerja keuangan pemerintah bisa 

dievaluasi dengan memakai analisis rasio keuangan daerah. Hal ini dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh selama periode tertentu 

dengan hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya. 

Martono dan Agus (2001:240) mengatakan bahwa analisis rasio keuangan 

dapat membantu pada hal-hal berikut: 
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1. Mengambil keputusan tentang penanaman modal. 

2. Mengambil keputusan tentang pemberian pinjaman. 

3. Menilai aliran kas masuk dan keluar. 

4. Menilai sumber-sumber ekonomi. 

5. Tuntutan terhadap sumber-sumber dana. 

6. Melihat bagaimana sumber-sumber dana berubah. 

7. Melihat bagaimana dana digunakan. 

Laporan keuangan pemerintah dapat dianalisis dengan menggunakan 

beberapa cara, seperti: 

1. Rasio Efektivitas  

Tingkat output organisasi, kebijakan, dan metode yang berkembang 

adalah definisi efektivitas. Efektif adalah kaitan antara output dan tujuan 

(Beni, 2016:69) 

Tercapai tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya termasuk 

definisi efektivitas (Mardiasmo, 2017: 134). Kinerja suatu organisasi dapat 

dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuannya.  

Mahmudi (2010) mengatakan bahwa rasio efektivitas PAD 

memperlihatkan seberapa baik pemerintah daerah dalam memobilisasi 

PAD sesuai target. Sebaliknya, Halim (2007:232) mengatakan bahwa 

kapabilitas daerah dalam menyelesaikan kewajiban dianggap efektif jika 

rasio yang didapatkan minimal 1 (satu) atau 100 persen. Rasio yang lebih 

tinggi menunjukkan peningkatan kapasitas daerah. Untuk mengetahui 
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rasio efektivitas dapat dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan 

PAD dengan PAD yang telah diperhitungkan sebelumnya: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 
× 100% 

Ukuran rasio efektifitas menurut Muhammad Mahsun (2009), adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai yang diperoleh lebih rendah dari 100% (x ˂ 100%) tidak efektif 

2. Nilai yang didapat sama dengan 100% (x = 100%) adalah efektifitas 

seimbang, dan 

3. Nilai yang diperoleh lebih tinggi dari 100% (x > 100%) efektif 

2. Rasio Efisiensi  

Efisiensi suatu perusahaan atau organisasi dapat diukur dengan melihat 

rasio input-outputnya. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin efisien 

suatu organisasi (Mardiasmo, 2009:133). 

Menurut Mahmudi (2019:85), suatu organisasi atau aktivitas dianggap 

efisien jika dapat mewujudkan output setinggi mungkin dengan input 

serendah mungkin. 

Salah satu cara menghitung efisiensi menurut Mahmudi (2009:133) 

adalah dengan menyamakan biaya aktual dengan biaya standar. Ini dapat 

dicapai dengan menggunakan rumus ini: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎
 × 100 

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

 100% Keatas = Tidak Efisien 
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 100% = Efisien Berimbang 

 Kurang dari 100% = Efisien 

3. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk melihat apakah kinerja 

pemerintah daerah pada tahun anggaran tertentu terjadi peningkatan 

pendapatan atau belanja secara positif atau negatif pada tahun anggaran 

pada periode anggaran yang sama (Mahudi, 2010).  

Dengan mengetahui bagaimana pertumbuhan sumber pendapatan dan 

pengeluaan telah meningkat, dapat ditentukan potensi mana yang harus 

diperhatikan (Abdul Halim, 2007). Perhitungan rasio pertumbuhan, 

digunakan rasio berikut: 

𝑟 =
𝑃𝑛 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
 

r = Rasio Pertumbuhan 

Pn = Total Pendapatan/PAD/Belanja Daerah dan Belanja Modal/Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-n 

Po = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasional 

yang dihitung pada tahun ke-0 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

 0%-10% = Sangat Rendah 

 11%-20% = Rendah 

 21%-30% = Sedang 

 >40% = Tinggi 

 



 

 

 

29 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Eirene 

Harefa/2021 

Analisis 

Kinerja 

Anggaran 

Belanja Pada 

Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten 

Pasaman 

Barat Tahun 

2017-2019 

Deskriptif 

Kualitatif 

Analisis Variansi Pengeluaran 

tahun 2017 sampai dengan tahun 

2019 menunjukkan kinerja 

anggaran Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini 

menunjukkan selisih antara 

realisasi anggaran karena 

penghematan, sisa dana yang tidak 

terpakai, dan lelang proyek fisik. 

Pertumbuhan belanja pada 2018 

dan 2019 meningkat karena 

penegakan hukum. Secara 

keseluruhan, program mencapai 

target dan berjalan dengan baik. 

2 Sakina 

Nusarifa Tantri, 

Putri 

Irmawati/2018 

Analisis 

Kineja 

Anggaran 

Belanja Pada 

Dinas 

Kualitatif Hasil analisis variansi yang 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

DIY dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 menunjukkan 

kinerja yang sangat baik. Hasil 
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Kebudayaan 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Tahun 2012-

2016 

analisis kesesuaian belanja 

menunjukkan bahwa Dinas 

Kebudayaan DIY telah melakukan 

harmonisasi belanja yang 

ditunjukkan dengan proporsi 

belanja operasional langsung yang 

lebih besar dari belanja modal dan 

belanja tidak langsung. Karena 

faktor inflasi, pertumbuhan belanja 

antara tahun 2012 dan 2016 dapat 

dikatakan cukup berpengaruh. 

3 Vinni 

Alvionita/2022 

Efektivitas 

Penggunaan 

Anggaran 

Belanja 

Dalam 

Menilai 

Kinerja 

Keuangan 

Dinas 

Pariwisata, 

Pemuda dan 

Olahraga 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Hasil penelitian dan analisis 

perhitungan menunjukkan bahwa 

anggaran Dinas Pariwisata dan 

Olahraga Kabupaten Bulukumba 

telah digunakan semaksimal 

mungkin. Anggaran belanja 

langsung memiliki rasio efektifitas 

terendah 90,19% pada tahun 2018, 

96,01% pada tahun 2020, dan 

92,16% persen pada tahun 2017, 

masing-masing dengan kriteria 

cukup efektif. Meskipun ada 
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Kabupaten 

Bulukumba 

banyak anggaran yang tersisa, 

rasio efektifitas ini tetap cukup 

baik. 

4 Pundy 

Zaghena, 

Michael 

Mamentu, Elfie 

Mingkid/2022 

Kinerja Dinas 

Pariwisata 

Dalam 

Penyusunan 

Laporan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi  

Pemerintah 

(LAKIP) 

Kabupaten 

Minahasa 

Selatan 

Kualitatif 

Deskriptif 

Pada dinas Pariwisata Kabupaten 

Minahasa Selatan, proses 

penyususnan LAKIP telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang ada. Namun, banyak 

penyusun yang enggan 

berkonsultasi dengan bagian 

organisasi tentang masalah yang 

mereka hadapi, yang 

menyebabkan komunikasi yang 

buruk dan informasi tidak sampai 

ke penerima yang tepat. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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 Rasio Pertumbuhan 
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Rekomendasi 
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D. Hipotesis 

Hipotesis yang dapat dirumuskan oleh penulis dari penelitian ini 

berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adalah “diduga 

kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

telah tergolong baik” 
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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 62a, Singki', 

Kecamatan Rantepao, Sulawesi Selatan 91833, Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Januari 2023. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Merupakan data yang dikumpulkan dari instansi, baik secara 

tertulis maupun lisan, tentang gambaran umum, uraian tugas, dan 

struktur organisasi. 

b. Data Kuantitatif 

Merupakan data yang perlu diproses kembali karena didapat dalam 

bentuk angka. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung melalui 

wawancara dengan pegawai maupun Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh 

melalui media lainnya seperti dokumen-dokumen dan lain sebagainya. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Sebelum memulai penelitian di lapangan, penulis mempelajari teori-

teori dan meninjau materi yang relevan. Penulis menggunakan tindakan ini 

sebagai bahan acuan dan untuk menganalisis data yang didapat. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Data yang dikumpulkan di lapangan untuk penelitian ini terdiri dari: 

a. Wawancara: pengumpulan data melalui wawancara dengan staf Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. 

b. Dokumentasi: pengumpulan data melalui dokumen yaitu Laporan 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022. 

D. Metode Analisis Data 

Penelitian ini memakai analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis 

dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa mencapai 

kesimpulan akhir (Sutoyo, 2015). 

Analisis Rasio yang digunakan adalah : 

1. Rasio Efektivitas =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 × 100% 

2. Rasio Efisiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 × 100% 

3. Rasio Pertumbuhan = 𝑟 =  
𝑃𝑛−𝑃𝑜

𝑃𝑜
 × 100 % 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok 

dengan maksud untuk menikmati perjalanan dan beristirahat daripada 

melakukan pekerjaan.. 

2. Manajemen keuangan adalah penelitian dan analisis tentang bagaimana 

penggunaan seluruh sumber daya perusahaan untuk mengatur dana dengan 

cara yang menguntungkan perusahaan. Lima siklus utama yang harus 

dilakukan adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban. 

3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah akan penilaian sumber 

daya ekonomi yang dipakai untuk melakukan kegiatan operasionalnya, 

laporan keuangan pemerintah memegang peran yang sangat penting. 

4. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat 

menggunakan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan. Ini dapat 

dipakai untuk membandingkan hasil selama periode tertentu dengan hasil 

selama periode sebelumnya. 

5. Rasio keuangan, yang terdiri dari rasio efektivitas, efisiensi, dan 

pertumbuhan, dapat digunakan untuk menelaah laporan keuangan. 

6. Rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik pemerintah mencapai target 

yang telah ditetapkan. 
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7. Rasio efisiensi dapat didefinisikan sebagai pembanding antara jumlah 

anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

pendapatan yang akan diterima. 

8. Rasio pertumbuhan digunakan sebagai penentuan kinerja keuangan 

pemerintah, apakah telah mengalami pertumbuhan selama periode 

anggaran. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Toraja Utara 

1. Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota yang terletak di Kota 

Rantepao ini berada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini 

terbentuk sebagai hasil pengembangan dari Kabupaten Tana Toraja, 

menurut UU Nomor 28 Tahun 2008. 

Pada tahun 2010, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terbagi atas tiga 

dinas: Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata. Pergabungan ini dilakukan dengan nama Dinas Perhubungan, 

Dinas Kominfo, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sekarang, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh Matius 

Sampelalong, SE., M.Si, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara, dengan Mudaril A. Rantetondok sebagai 

sekretaris.  

2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja 

Utara 

a. Visi 

“Menjadikan Kabupaten Toraja Utara Sebagai Daerah Tujuan 

Wisata Utama Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” 

Pernyataan visi diatas bermakna: 
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1) Destinasi wisata utama yang memiliki daya tarik alam (ekologi dan 

petualangan), budaya (peninggalan sejarah, kuliner, religi dan 

pedesaan), dan kehidupan sehari-hari dan buatan (wisata MICE dan 

acara, wisata olah raga, wisata kawasan khusus/pariwisata terpadu, 

dan wisata minat khusus).  

2) Kompetitif, terdapat keunggulan yang dimiliki dibandingkan 

dengan tempat lain. 

3) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menguntungkan 

masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan dan 

keseimbangan. 

b. Misi  

Adapun misi yang dimaksud adalah: 

1) Pengembangan Tempat Wisata, 

Peningkatan kualitas destinasi wisata lokal, pembangunan 

kawasan wisata/ODTW lokal, peningkatan pilihan produk wisata 

alam dan budaya lokal, dan peningkatan pengelolaan wisata alam 

dan budaya lokal adalah semua bagian dari misi tersebut. 

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

Pariwisata. 

Untuk meningkatkan kepariwisataan daerah, tujuan ini 

menuntut peningkatan kerjasama kelembagaan antara pemerintah, 

perusahaan, dan masyarakat. 

3) Pengembangan Ekonomi Pariwisata 
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Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan dan pelestarian 

adat dan budaya harus dilanjutkan, serta peningkatan pengeluaran 

untuk mengembangkan nilai-nilai budaya. 

4) Pelestarian Adat dan Budaya 

Misi ini menunjukkan pentingnya pengembangan dan 

pelestarian tradisi budaya lokal serta peningkatan upaya untuk 

mengembangkan nilai budayanya. 

5) Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya 

Misi ini berarti meningkatkan pengelolaan kekayaan 

budaya daerah dan mengembangkan pengelolaan keanekaragaman 

budaya yang ada. 
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3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara 

Dalam penelitian ini, tujuan menganalisis laporan keuangan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah melihat 

apakah kinerja keuangannya sehat dan transparan. Untuk menjabarkan 

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja 

Utara, penulis menggunakan rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, 

dan pertumbuhan. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Keuangan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. 

2. Rasio Efektivitas 

Rasio keberhasilan PAD menunjukkan seberapa baik pemerintah 

dapat memobilisasi PAD sesuai targetnya (Mahmudi 2015:114). Bilamana 

rasio yang diperoleh minimal 1 (satu) atau 100 persen, maka kapabilitas 

daerah dalam menyelesaikan tugas dianggap efektif. Perhitungan rasio 

efektivitas dapat menggunakan rumus perhitungan di bawah ini: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 
× 100% 

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022 

Tahun 

Anggaran 

Anggaran PAD Realisasi PAD Rasio 

Efektivitas 

PAD (%) 

Kriteria 

2019 Rp3.076.000.000 Rp3.170.305.000 103 Efektif 
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2020 Rp3.076.000.000 Rp1.030.775.000 34 Tidak Efektif 

2021 Rp3.076.000.000 Rp1.763.550.000 57 Tidak Efektif 

2022 Rp3.650.000.000 Rp2.908.915.000 80 Tidak efektif 

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (diolah), 2023 

Bersumber pada perhitungan Rasio Efektivitas PAD, terlihat bahwa 

anggaran PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

periode 2019-2021 sama, namun mengalami peningkatan pada periode 

2022. Efektivitas PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Toraja Utara tahun 2019 sebesar 103%, tahun 2020 turun menjadi 34%, 

tahun 2021 naik menjadi 57%, dan tahun 2022 naik menjadi 80%. Tahun 

2019 dapat dikatakan efektif karena menunjukkan hasil lebih dari 100%.  

Berdasarkan analisis perhitungan Rasio Efektivitas Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dapat dinyatakan 

belum efektif disebabkan rata-rata efektivitasnya masih di bawah 100% 

yaitu 68,5%. Penurunan kuantitas wisatawan yang berkunjung ke tempat 

wisata di Toraja Utara ini merupakan salah satu imbas dari penyebaran 

virus COVID-19 yang mewajibkan setiap orang untuk menjaga jarak dan 

mengurangi mobilitas. Sebagai upaya peningkatan PAD di Kabupaten 

Toraja Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melakukan 

percepatan Pembangunan kawasan wisata. 
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3. Rasio Efisiensi 

Mardiasmo (2009:133) menyatakan bahwa rasio input dan output 

adalah cara terbaik untuk mengukur efisiensi.  Tingkat efisiensi berkorelasi 

positif dengan output. Biaya yang sebenarnya dan biaya standar dapat 

dibandingkan untuk mengetahui tingkat efisiensi (Mahmudi 2009:133). 

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan dan pendapatan yang didapatkan. Rumus berikut dapat 

digunakan untuk mengukur efisiensi:  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 
× 100% 

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi Belanja Realisasi 

Pendapatan 

Rasio 

Efisiensi 

(%) 

Kriteria 

2019 Rp10.285.232.363 Rp3.170.305.000 324 Tidak Efisien 

2020 Rp7.244.583.521 Rp1.030.775.000 703 Tidak Efisien 

2021 Rp12.781.567.158 Rp1.763.550.000 725 Tidak Efisien 

2022 Rp7.001.320.549 Rp2.908.915.000 241 Tidak Efisien 

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (diolah), 2023 

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi diketahui realisasi total 

pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata rata-rata mengalami 

penurunan dari 2019 hingga 2020 namun kembali mengalami kenaikan 

pada tahun 2021 dan 2022.  Pada tahun 2019 pendapatan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.170.305.000 lalu turun menjadi 

Rp1.030.775.000 pada tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan 
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pada periode 2021 menjadi Rp1.763.550.000. pada tahun 2022 kembali 

mengalami kenaikan menjadi Rp2.908.915.000.  

Selain itu, peningkatan pendapatan juga disertai dengan 

peningkatan anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Belanja total dinas 

pada tahun 2019 sebesar Rp10.285.232.363 turun pada tahun 2020 sebesar 

Rp7.244.583.521. Kemudian kembali naik pada tahun 2021 sebesar 

Rp12.781.567.158 dan kembali turun pada tahun 2022 sebesar 

Rp7.001.320.549. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efiesiensi, diketahui 

bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

memiliki efisiensi keuangan sebesar 324% dengan kriteria tidak efisien 

pada tahun 2019, kemudian sebesar 703% pada tahun 2020. Pada tahun 

2021 menjadi 725%, lalu menjadi 241% pada tahun 2022. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki rata-rata 

efisiensi sebesar 498,25% dari tahun 2019 hingga 2022. Dengan kata lain 

tidak efisien karena efisiensi keuangan ini melebihi 100%. Kinerja 

keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dapat 

dikatakan masih buruk dalam menekan jumlah belanja yang disesuaikan 

dengan pendapatannya. 

4. Rasio Pertumbuhan 

Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan serta 

mempertahankan pertumbuhan pedapatannya dapat dilihat pada rasio 

pertumbuhannya. Penentuan potensi yang harus ditingkatkan dapat 



 

 

 

46 

diketahui dengan melihat peningkatan sumber pendapatan dan 

pengeluaran (Abdul Halim, 2007). Perhitungan rasio pertumbuhan dapat 

menggunakan rumus berikut: 

𝑟 =
𝑃𝑛 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
 × 100% 

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi 

Pendapatan 

Realisasi Belanja 

2019 Rp3.170.305.000 Rp10.285.232.363 

2020 Rp1.030.775.000 Rp7.244.583.521 

2021 Rp1.763.550.000 Rp12.781.567.158 

2022 Rp2.908.915.000 Rp7.001.320.549 

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (data diolah) 

 

 

 

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022. 

Tahun 2019 =  
𝑅𝑝3.170.305.000−0

0
 × 100% = 0 

Tahun 2020 =  
𝑅𝑝1.030.775.000−𝑅𝑝3.170.305.000

𝑅𝑝3.170.305.000
 × 100% = −67% 

Tahun 2021=  
𝑅𝑝1.763.550.000−𝑅𝑝1.030.775.000

𝑅𝑝1.030.775.000
 × 100% = 71% 

Tahun 2022 = 
𝑅𝑝2.908.915.000−𝑅𝑝1.763.550.000

𝑅𝑝1.763.550.000
 × 100% = 65% 
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Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022. 

Tahun 2019 =  
𝑅𝑝10.285.232.363−0

0
 × 100% = 0 

Tahun 2020 =  
𝑅𝑝7.244.583.521−𝑅𝑝10.285.232.363

𝑅𝑝10.285.232.363
 × 100% = −30% 

Tahun 2021 =  
𝑅𝑝12.781.567.158−𝑅𝑝7.244.583.521

𝑅𝑝7.244.583.521
 × 100% = 76% 

Tahun 2022 =  
𝑅𝑝7.001.320.549−𝑅𝑝12.781.567.158

𝑅𝑝12.781.567.158
 × 100% = −45% 

 

Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Toraja Utara Periode 2019-2022 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi 

Pendapatan 

Rasio 

Pertumbuhan 

Realisasi 

Pendapatan 

Realisasi Belanja Rasio 

Pertumbuhan 

Realisasi 

Belanja 

 

2019 Rp3.170.305.000 0 Rp10.285.232.363 0  

2020 Rp1.030.775.000 -67% Rp7.244.583.521 -30%  

2021 Rp1.763.550.000 71% Rp12.781.567.158 76%  

2022 Rp2.908.915.000 65% Rp7.001.320.549 -45%  

Sumber Data: Data Olahan, 2023 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pendapatan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengalami 

penurunan dan peningkatan dari periode 2019 ke periode 2022. Pada tahun 

2019 sebesar Rp3.170.305.000 kemudian pada periode 2020 mengalami 

penurunan sebesar Rp1.030.775.000. Kemudian meningkat menjadi Rp 

1.763.550.000 pada periode 2021. Kemudian meningkat lagi pada periode 

2022 sebesar Rp 2.908.915.000. 
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Kemudian, realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan juga peningkatan. Realisasi 

belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Tahun 2019 

Utara sebesar Rp. 10.285.232.363. Pada tahun 2020 terjadi penurunan 

sebesar Rp 7.244.583.521. Terjadi kenaikan sebesar Rp12.781.567.158 

pada tahun 2021. Kemudian turun lagi sebesar Rp7.001.320.549. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus rasio 

pertumbuhan, diketahui bahwa pada tahun 2020 realisasi rasio 

pertumbuhan pendapatan sebesar -67% termasuk dalam kriteria sangat 

rendah. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 71% 

dengan kategori tinggi. Kemudian kembali menurun pada tahun 2022 

menjadi 65% dalam kategori tinggi. Rata-rata rasio pertumbuhan 

pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

adalah 17,25% sehingga masuk dalam kategori rendah. Selain itu, 

diketahui pula bahwa rasio pertumbuhan realisasi belanja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata juga mengalami peningkatan dan penurunan. 

Rasio pertumbuhan belanja aktual tahun 2020 adalah -30% yang 

menandakan bahwa masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada 

tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 76% yang menandakan bahwa 

masuk dalam kategori tinggi. Kemudian pada tahun 2022 akan menurun 

sebanyak -45% dalam kategori sangat rendah. Rata-rata rasio pertumbuhan 

belanja dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah 

sebesar 1% sehingga masuk dalam kategori sangat rendah. 

  



 49 

BAB V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara belum baik jika 

dilihat dari laporan keuangan periode 2019-2022. 

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rasio efektivitas, dapat 

dilihat bahwa rasio efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 103% yang tergolong 

efektif. Kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 34% yang tergolong 

tidak efektif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 57% 

namun masih tergolong tidak efektif. Lalu pada tahun 2022 naik menjadi 

80% namun juga masih tergolong tidak efektif. Jika dirata-ratakan rasio 

efektifitasnya dari tahun 2019-2022 adalah sebesar 68,5% sehingga dapat 

dikategorikan menjadi tidak efektif. 

2. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rasio efisiensi dapat dilihat 

bahwa rasio efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja 

Utara pada tahun 2019 sebesar 324% yang tergolong tidak efisien. 

Kemudian pada tahun 2020 sebesar 703% yang tergolong tidak efisien. 

Lalu pada tahun 2021 menjadi 725% yang tergolong tidak efisien. Pada 

tahun 2022 menjadi 241% yang tergolong tidak efisien. Jika dirata-ratakan 

rasio efisiensinya dari tahun 2019-2022 adalah sebesar 498,25% sehingga 

dapat dikategorikan menjadi tidak efisien. 
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3. Berdasarkan  perhitungan  menggunakan rumus rasio pertumbuhan, dapat 

diketahui bahwa rasio pertumbuhan realisasi pendapatan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 

adalah sebesar -67% sehingga tergolong sangat rendah. Pada tahun 2021 

meningkat menjadi 71% yang tergolong tinggi. Pada tahun 2022 menjadi 

65% yang tergolong tinggi. Jika dirata-ratakan rasio pertumbuhan realisasi 

pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

adalah 23% sehingga tergolong dalam pertumbuhan sedang. Berdasarkan 

perhitungan menggunakan rumus yang sama, dapat diketahui bahwa rasio 

pertumbuhan realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 adalah sebesar -30% yang 

tergolong sangat rendah. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 76% yang 

tergolong sangat tinggi. Lalu pada tahun 2022 adalah sebesar -45% 

sehingga tergolong sangat rendah. Jika dirata-ratakan rasio pertumbuhan 

realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja 

Utara sebesar 1% sehingga tergolong ke dalam pertumbuhan sangat 

rendah. 

 

B. Saran 

Berdasakan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dari penulis 

adalah: 

1. Bagi Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dapat 

meningkatkan efektivitas pedapatannya dengan meningkatkan realisasi 
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pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan. Kemudian 

meningkatkan realisasi pendapatan agar perbandingan antara pendapatan 

dan belanja dapat menjadi efisien. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara harus 

mengoptimalkan realisasi pendapatan sehingga dapat mengalami 

peningkatan. Pertumbuhan realisasi pendapatan yang tergolong sedang 

sudah termasuk cukup baik. Namun alangkah lebih baik jika rasio 

pertumbuhannya bertambah menjadi tinggi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil analisis kinerja keuangan pemerintah lebih akurat, 

peneliti berikutnya harus menggunakan lebih banyak rasio keuangan.  



 

 

 

52 

DAFTAR PUSTAKA 

Andre B. Wehantouw, J. J. (2015). Analisis Laporan Arus Kas Operasi, Investasi 

Dan Pendanaan Pada PT. Gudang Garam TBK. Jurnal EMBA, Volume 3, 

806-817. 

Ariyanti, K. (2020). Analisis Laporan Keuangan Keuangan Sebagai Alat Untuk 

Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Dzaky Indah Perkasa Cabang 

Sungai Tabuk. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 2018-226. 

Erniati. (2019, September 6). Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Diambil kembali dari 

KEMENKEU RI DITJEN PERBENDAHARAAN KANWIL DJPb PROV. 

SULTENG: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-

publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-

akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html 

Fahmi, I. (2013). Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab. 

Bandung: Alfabeta, cv. 

Fitra, H. (2019). Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Daerah. Malang: CV IRDH. 

Fitra, H. (2019). Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Daerah. Malang: CV IRDH. 

Humas. (2022, Januari 15). Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan 

Aset Barang Milik Nergara di Lingkungan Pemerintah. Diambil kembali 

dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: 

https://setkab.go.id/pemantauan-dan-evaluasi-terhadap-pengelolaan-aset-

barang-milik-negara-di-lingkungan-pemerintah/ 

Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Masri Ridwan, A. F. (2016, Januari 1). Potensi Objek Wisata Toraja Utara 

Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata. 

Jurnal Pendidikan, hal. Halaman 1-10. 

Muhammad Satar, Y. A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) dan Penggunaan Laporan Keuangan Daerah Terhadap 



 

 

 

53 

Capaian Kinerja Instansi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. 

Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 11, Nomor 3, Halaman 80-92. 

Muhammad Sujai, S. M. (2022). Manajemen Keuangan. Batam: CV. Rey Media 

Grafika. 

Rika Henda Safitri, A. N. (2017). Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Dasar 

Pengukuran Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus 

Pada RSUD di Sumatera Selatan). Jurnal Akuntansi, Vol. 5. 

Samsurijal Hasan, E. J. (2022). Manajemen Keuangan. Penerbit Widina. 

Sidik, M. (t.thn.). Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal. Diambil kembali dari 

Artikel DJKN Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 

http://djkn.kemekeu.go.id 

Sumarsono, S. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. 

Winowatan, J. P. (2021). Dampak Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi 

Wisata Ke'Te' Kesu' Pada Kabupaten Toraja Utara. Seminar Nasional dan 

Call For Papers 2021, 1-11. 

 

 



 

 

 

54 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

1. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian 

 



 

 

 

55 

2. Surat Rekomendasi 

 

 

  



 

 

 

56 

3. Lembar Disposisi 

 

 

  



 

 

 

57 

4. Laporan Realisasi Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022 

 

 
 

5. Laporan Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten 

Toraja Utara Tahun 2019-2022 

 

Tahun 2019 

 

 
 



 

 

 

58 

 

 

 



 

 

 

59 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

60 

Tahun 2020 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

61 

 

 

 

 



 

 

 

62 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

63 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

64 

 

 
 

 

 



 

 

 

65 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

66 

Tahun 2021 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

67 

 
 

 

 

 

Tahun 2022 



 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

 

 

 


